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SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK  
(Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe  
Nomor :40/Pid.B/2013/PN.Lsm) 
 
Abstrak 
Dalam kehidupan interaksi antara masyarakat baik dari sisi perbuatan hukum antara 
masyarakat satu dengan yang lainnya perlu di buat kan suatu hubungan hukum agar 
memiliki legalitas, salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan kepastian 
hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Demi tercapainya kepastian hukum tersebut 
di butuh kan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, 
atau perbuatan hukum, hal ini berdampak pada peningkatan di bidang jasa Notaris. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum 
hakim dalam menjatuhkan sansi pidana terhadap Notaris yang melakukan tindak 
pidana pemalsuan akta otentik serta untuk mengetahui dan menganalisis sanksi 
pidana yang ideal terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta 
otentik ditinjau dari tugas dan tanggungjawab Notaris. Metode pendekatan yang 
digunakan dalam dalam penulisan skripsi ini adalah deskripif”. Penulis menggunakan 
jenis penelitian ini bermaksud memberikan gambaran dengan berdasarkan data 
otentik yaitu putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 40/Pid.B/2013/PN. 
Lsm, guna menjawab serta mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap Notaris yang melakukan pemalsuan akta. Hasil 
Penelitian ini adalah notaris untuk membuatkan akta sesuai keinginan para pihak 
yang menghadap Notaris. Tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan 
dari para pihak, Notaris tidak mungkin untuk membuat akta. Kalaupun ada 
pernyataan atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam 
akta otentik, tidak menyebabkan akta tersebut palsu. Secara material kepalsuan atas 
hal tersebut merupakan tanggungjawab para pihak yang bersangkutan sepanjang 
Notaris tidak mengetahui tentang pemalsuan itu sendiri. Bilamana Notaris 
mengetahui kalau hal tersebut palsu maka patut diduga ketentuan pasal tersebut dapat 
diterapkan terhadap Notaris. UUJN maupun Kode Etik Notaris tidak secara. tegas dan 
jelas khususnya mengenai bagaimana sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris, yang 
telah dijatuhi pemidanaan melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan 
hukum tetap 
 
Kata Kunci: saksi pidana, notaris, tindak pidana pemalsuan, akta otentik  
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Abstract 
In the life of interaction between the community both in terms of legal actions 
between the community and one another it is necessary to make a legal relationship in 
order to have legality, one of the functions of law is to provide legal certainty in 
social life. For the sake of achieving legal certainty, it is necessary to have authentic 
written evidence regarding legal conditions, events, or actions, this has an impact on 
the increase in Notary services. The purpose of this study is to find out and analyze 
judges' legal considerations in imposing criminal sanctions on Notaries who commit 
criminal acts of falsifying authentic deeds and to know and analyze ideal criminal 
sanctions against Notaries who commit criminal acts of falsifying authentic deeds in 
terms of Notary's duties and responsibilities. The approach method used in writing 
this essay is deskripif ". The author uses this type of research intends to provide an 
overview based on authentic data, namely the decision of the District Court of 
Lhokseumawe Number: 40 / Pid.B / 2013 / PN. NGOs, in order to answer and find 
out how the judge judges in imposing criminal sanctions on the Notary who falsified 
the deed. The results of this study are notaries to make deeds according to the wishes 
of the parties facing the Notary. Without a statement or statement and wishes from 
the parties, a Notary is not possible to make a deed. Even if there is a statement or 
statement that is suspected of being false, it is included in the authentic deed, it does 
not cause the deed to be false. Materially the falsehood of this matter is the 
responsibility of the parties concerned as long as the Notary does not know about the 
forgery itself. If the Notary finds out that this is false, then it should be suspected that 
the provisions of the article can be applied to the Notary. UUJN and Notary Code of 
Ethics do not. firm and clear especially regarding how sanctions are imposed on 
Notaries, who have been sentenced to conviction through court decisions that have 
permanent legal force 
 
Keywords: criminal witness, notary, fraudulent act, authentic deed 
 
1. PENDAHULUAN 
Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Negara hukum adalah negara 
yang menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan atas hukum (rechtstaat), 
tidak berdasarkan atas kekuasaan (machstaat). “Negara tidak maha kuasa, negara 
tidak dapat bertindak sewenang-wenang.” kekuasaan (Negara) tanpa adanya suatu 
dukungan sanksi, sulit untuk di tegakkan. Dalam hubungan tersebut, hukum 
melegitimasi negara, sedangkan negara mempositifkan (menciptakan, 
menegaskan, dan memberlakukan) dan menegakan hukum. jadi, yang menjadi 
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cirikhas negara hukum adalah hubungan antara negara dan hukum. keduanya 
saling terkait dan saling mengisi. 
Dalam kehidupan interaksi antara masyarakat baik dari sisi perbuatan 
hukum antara masyarakat satu dengan yang lainnya perlu di buat kan suatu 
hubungan hukum agar memiliki legalitas, salah satu fungsi hukum adalah untuk 
memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Demi tercapainya 
kepastian hukum tersebut di butuh kan alat bukti tertulis yang bersifat otentik 
mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum, hal ini berdampak pada 
peningkatan di bidang jasa Notaris. dalam sektor pelayanan jasa peran Notaris 
berperan sebagai pejabat yang di beri wewenang oleh negara untuk melayani 
masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 
2004 Tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya di singkat dengan UUJN) :”Notaris 
adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 
kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini”, yang 
berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut 
tidak dikhususkan kepada Pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada 
yang di haruskan oleh Pelaturan Perundang-undangan dalam rangka menciptakan 
kepastian, kertertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang di buat 
oleh atau di hadapan Notaris bukan saja karena diharuskan, tetapi juga 
dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan 
kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi 
pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhhan”.   
“Notaris adalah kepanjangan tangan Negara, dimana Notaris menunaikan 
tugas negara di bidang hukum Perdata. Dalam kaitan ini, negara dalam rangka 
memberikan perlindungan hukum dibidang privat kepada warga negara telah 
melimpahkan sebagai wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta 
otentik”. 
 
4 
 
2. METODE 
Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami 
objek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. 
“Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami 
lingkungan-lingkungan yang dipahaminya”. Metode pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif yang mana 
“pendekatannya dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari beberapa 
aspek guna menjawab isu hukum yang diteliti, adapun pendekatan yang 
digunakan yaitu pendekatan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap”.  “Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini adalah deskripif”. Penulis menggunakan jenis penelitian ini 
bermaksud memberikan gambaran dengan berdasarkan data otentik yaitu putusan 
Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 40/Pid.B/2013/PN. Lsm, guna 
menjawab serta mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
sanksi pidana terhadap Notaris yang melakukan pemalsuan akta. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta 
Autentik 
Masyarakat pada umumnya hanya memahami bahwa yang membuat akta 
autentik adalah Notaris. Mereka tidak paham kalau keterangan yang tertuang 
dalam akta autentik tersebut adalah keterangan mereka sendiri selaku para 
pihak sesuai dengan apa yang di inginkannya dalam membuat suatu 
perjanjian. Notaris selaku pejabat yang berwenang untuk membuat akta yang 
paham tentang hukum perjanjian, pada saat di laksanakan nya pembacaan akta 
harus dapat menjelaskan posisi atau kapasitas masing masing dengan segala 
konsekuensi terutama menyangkut tentang hak dan kewajiban serta akibatnya 
yang muncul di kemudian hari, dengan tidak menimbulkan kesan seolah-olah 
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Notaris ada kepentingan tertentu, karena tidak jarang sekarang ini untuk 
membuat akta di hadapan Notaris, ada pihak tertentu yang mengarahkan untuk 
membuat akta dihadapan Notaris yang telah di siapkan, sehingga seorang 
klien merasa ragu-ragu dengan anggapannya bahwa jangan-jangan Notaris 
yang di siapkan tersebut akan membela kepentingan pihak tertentu dengan 
menyalah gunakan ke adaan dalam pembuatan aktanya dan lebih berbahaya 
lagi kalau Notarisnya di salahgunakan oleh kliennya. 
Keadaan tersebut sebisanya di hindarkan, dan seorang Notaris harus bisa 
menempatkan diri dengan memperlihatkan sikap memang demikian 
keadaannya, dimana dalam menjalankan jabatannya telah bersikap mandiri, 
jujur dan tidak memihak. Akan tetapi yang menyulitkan adalah adanya suatu 
cacat terhadap kata sepakat dalam suatu perjanjian yang aktanya telah dibuat 
di hadapannya bahwa salah satu pihak telah menyalahgunakan keadaan yang 
mana hal tersebut oleh Notaris tidak pernah di ketahui sebelumnya yang 
akhirnya menimbulkan masalah, dengan tuduhan Notaris telah membuat akta 
palsu atau memalsukan akta. Tuduhan tersebut juga di akibatkan dan tindakan 
Notaris sendiri pada saat pembuatan akta tidak pernah membacakan dan 
menjelaskan kepada para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan 16 UU 
Perubahan atas UUJN sehingga menimbulkan adanya kerugian pihak yang 
berkepentingan. 
Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility). “Jefferson 
menjelaskan: criminal responsibility is largely founded on moral 
culpability”,yaitu pertanggungjawaban pidana umumnya bersumber dari 
pertanggungjawaban moral. Apa yang di ungkapkan Jefferson tersebut erat 
kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana Notaris kaitannya dengan 
pembuatan akta. Dengan kata lain, dalam setiap pembuatan akta, Notaris 
harus bertanggung jawab baik secara moral terhadap substansi dari setiap akta 
yang di buatnya. 
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Dalam hukum pidana, parameter tanggung jawab pidana adalah asas 
kesalahan. Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (Geen Straf Zonder 
Schuld atau Actus non fucit reum nisi mens sit rea). Dalam UU No. 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) menentukan "Tidak 
seorang pun dapat di jatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat 
pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa 
seseorang yang di anggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas 
perbuatan yang di dakwakan atas dirinya. " 
“Asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum 
pidana. Meskipun demikian fundamental nya asas tersebut namun asas 
kesalahan tidak di norma kan dalam KUHP, namun berlakunya asas tersebut 
sekarang tidak di ragukan, karena tidak adil apabila orang yang tidak bersalah 
di pidana”. 
Pengertian kesalahan di pakai sebagai sarat umum untuk dapat di pidana 
nya perbuatan di samping sifat melawan hukum. Dalam arti ini, ke salahan di 
definisikan sebagai sifat dapat di cela. Sifat dapat di cela dalam arti ini di 
gunakan kalau kita berbicara tentang alasan-alasan penghapus pidana. 
Pengertian kesalahan di pakai juga untuk bagian khusus rumusan delik, yaitu 
sebagai sinonim dari sifat tidak berhatihati. Misalnya dalam Pasal 359 KUHP: 
karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain. 
Sekalipun mirip, kealpaan di sini tidak di pakai arti pertama; jadi tidak 
sebagai sifat dapat dicela tetapi sifat kurang berhatihati. Lazimnya untuk 
pengertian kesalahan dalam arti sempit ini di gunakan kealpaan atau culpa. R. 
Maurach, mengartikan kesalahan sebagai suatu celaan pada si pembuat oleh 
karena hal-hal yang bersifat psychisch. Selanjutnya Jan Rammelink 
menegaskan bahwa untuk menetapkan kesalahan: 
a. Rechisgesinnung (Ketercelaan terhadap hukum atau perilaku 
menyimpang) 
b. Strafwaaraigheid (perbuatan itu merniliki sifat layak dipidana) 
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Dalam doktrin, untuk adanya kesalahan harus melakukan perbuatan 
melawan hukum, mampu bertanggung jawab, perbuatan itu dilakukan dengan 
sengaja atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.  
Apabila keempat unsur tersebut terpenuhi maka pelaku dapat di nyatakan 
bersalah, sehingga bisa di pidana. Oleh karena itu harus di ingat bahwa untuk 
adanya kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya (pertanggungan jawab 
pidana) orang yang bersangkutan harus pula di buktikan terlebih dahulu 
bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum
2
. Kalau ini tidak terpenuhi, 
artinya jika perbuatannya tersebut tidak melawan hukum maka tidak ada 
perlunya untuk menerapkan kesalahan kepada si pelaku. Sebaliknya seseorang 
yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya 
rnempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas 
perbuatan itu. Demikian juga dengan Notaris yang dalam pelaksanaan 
jabatannya dapat di mintakan pertanggung jawaban secara pidana apabila ia 
memenuhi unsur kesalahan tersebut di atas. 
3.2 Sanksi Pidana yang Ideal terhadap Notaris yang Melakukan Tindak 
Pidana Pemalsuan Akta Autentik Ditinjau dari Tugas dan 
Tanggungjawab Notaris 
Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat 
bukti yang dinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, 
dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, dan bahwa 
Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak: yang 
menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan 
membuat akta apapun, dan Notaris membuatkan akta yang di maksud 
berdasarkan alat bukti atau keterangan atau penyataan para pihak yang di 
nyata kan atau di terangkan atau di perlihatkan kepada atau di hadapan 
Notaris, dan selanjutnya Notaris membingkainya secara lahiriah, formil dan 
materil dalam bentuk akta Notaris, dengan teteap berpijak pada aturan hukum 
yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan dan di tuangkan 
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dalam akta. Peran Notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat 
hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada, ada pun nasihat hukum 
yang di berikan kepada para pihak dan kemudian di tuangkan ke dalam akta 
yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan 
Notaris. 
Notaris memiliki kewenangan membuat akta, bukan membuat surat, 
dengan demikian harus dibedakan antara surat dan akta. Surat berarti surat 
pada umumnya yang di buat untuk di pergunakan sebagai alat bukti atau 
untuk tujuan tertentu sesuai dengan keinginan atau maksud pembuatnya, yang 
tidak terikat pada ikatan tertentu, dan akta (akta autentik) dibuat dengan 
maksud sebagai alat bukti yang  mempunyai kekuatan pembuktian yang 
sempuma, di buat di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya dan 
terikat pada bentuk yang sudah di tentukan. 
Dalam praktik Notaris di temukan kenyataan, jika ada akta Notaris di 
persalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula Notaris di 
tarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan 
suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke 
dalam akta Notaris. Hal ini pun meninbulkan kerancuan, apakah mungkin 
Notaris secara sengaja atau khilaf bersama-sama para penghadap pihak untuk 
membuat akta yang di niat kan sejak awal untuk melakukan suatu tindak 
pidana? 
Dalam kaitan ini tidak berarti Notaris steril (bersih) dari hukum atau 
tidak dapat di hukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja di hukum 
pidana,  jika dapat di buktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja atau tidak 
di sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak penghadap untuk 
membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau 
penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain lain. Jika hal ini 
terbukti, maka Notaris tersebut wajib dihukum. “Oleh karena itu, hanya 
Notaris yang tidak waras dalam menjalankan tugas jabatannya, ketika 
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membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk 
merugikan pihak tertentu untuk melakukan satu tindakkan yang melanggar 
hukum”. 
Notaris yang terbukti mengetahui bahwa pekerjanya melakukan tindak 
pidana pemalsuan surat, Notaris dalam menjalankan profesinya wajib 
mempertanggungjawabkan perbuatan yang di lakukan nya tersebut. Besarnya 
tanggung jawab Notaris dalam menjalankan profesinya mengharuskan Notaris 
untuk selalu cermat dan hati-hati dalam setiap tindakannya. Namun demikian 
sebagai manusia biasa, tentunya seorang Notaris dalam menjalankan tugas 
dan jabatannya "terkadang tidak luput dari kesalahan baik karena kesengajaan 
maupun karena kelalaian yang kemudian dapat menigikan pihak lain. Dalam 
penjatuhan sanksi terhadap Notaris, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi 
yaitu perbuatan Notaris harus memenuhi rumusan perbuatan itu di larang oleh 
Undang-Undang, adanya kerugian yang di timbul kan dari perbuatan Notaris 
tersebut serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil 
maupun materil Secara formal di sini sudah di penuhi karena sudah memenuhi 
rumusan dalam Undang-Undang, tetapi secara materiil harus di uji kembali 
dengan kode etik, UU Perubahan atas UUJN. 
Aspek-aspek formal akta Notaris dapat saja di,jadikan dasar atau batasan 
untuk memidanakan Notaris, sepanjang aspek-aspek formal tersebut terbukti 
secara sengaja bahwa akta yang di buat di hadapan dan oleh Notaris untuk di 
jadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana. Peniatuhan sanksi terhadap 
Notaris dapat dilakukan sepakang batasanbatasan tersebut di atas di langgar, 
artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam 
UUJN dart Kode Etik Notaris, juga harus memenuhi rumusan dalam Kitab 
Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), putusan tersebut di atas 
menunjukan bahwa seorang Notaris hanya di bebankan pertanggungjawaban 
secara pidana terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tetapi 
tidak disebutkan pertanggungjawabannya secara perdata berupa penggantian 
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kerugian yang di derita oleh para pihak maupun pertanggungjawaban 
administrasi. Meskipun seharusnya pemberian ganti rugi juga sangat perlu di 
berikan kepada pihak pihak yang menderita kerugian sebagai bentuk rasa adil 
dan perlindungan hukum akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh 
Notaris dalam pembuatan akta autentik. 
 
4. PENUTUP 
4.1  Kesimpulan 
4.1.1 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap 
Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik 
Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh 
undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawaipegawai umum yang 
berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Notaris adalah pejabat 
umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan 
undang-undang lainnya. Wewenang membuat akta otentik ini hanya dilaksanakan 
oleh notaris sejauh pembuatan akte otentik tertentu tidak dikhususkan bagi 
pejabat umum lainnya. Peranan Notaris dalam pembuatan Akta Otentik diatur 
dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang tersebut 
mengartikan bahwa Notaris berperan penting dalam pembuatan Akta Otentik 
dikarenakan Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta 
Otentik tersebut. 
Notaris untuk membuatkan akta sesuai keinginan para pihak yang 
menghadap Notaris. Tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan dari 
para pihak, Notaris tidak mungkin untuk membuat akta. Kalaupun ada pernyataan 
atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam akta 
otentik, tidak menyebabkan akta tersebut palsu. Secara material kepalsuan atas 
hal tersebut merupakan tanggungjawab para pihak yang bersangkutan sepanjang 
Notaris tidak mengetahui tentang pemalsuan itu sendiri. Bilamana Notaris 
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mengetahui kalau hal tersebut palsu maka patut diduga ketentuan pasal tersebut 
dapat diterapkan terhadap Notaris. 
4.1.2 Sanksi Pidana yang Ideal terhadap Notaris yang Melakukan Tindak 
Pidana Pemalsuan Akta Otentik Ditinjau dari Tugas dan Tanggungjawab Notaris. 
Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban yang harus dilakukan 
oleh seseorang yang melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana 
notaris dalam tindak pidana pemalsuan yaitu sanksi berupa hukuman penjara clan 
sanksi administratif yang bersifat pidana yang terdapat pada pasal 9 huruf (e) 
dimana apabila seorang notaris yang di tahan oleh Kepolisian maka jabatannya di 
berhentikan sementara. ' Oleh karena itu apabila Notaris di tahan oleh Kepolisian 
maka kantor kenotariatannya berhenti sementara sampai Notaris tersebut keluar 
dari tahanan. 
UUJN maupun Kode Etik Notaris tidak secara. tegas dan jelas khususnya 
mengenai bagaimana sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris, yang telah dijatuhi 
pemidanaan melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum 
tetap. Hal ini memungkinkan terjadi konflik kepentingan mengingat pada putusan 
hakim tersebut tidak terdapat penjatuhan sanksi pidana tambahan atau dalam 
prakteknya putusan yang menjatuhkan sanksi pidana atau pemidanaan terhadap 
Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tidak diketemukan 
sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak seorang Notaris sebagai pejabat 
umum yang berwenang membuat akta otentik. 
Jadi implikasi dari penjatuhan pidana terhadap Notaris akan berdampak 
pada berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada Jabatan Notaris, yang 
dikhuatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mempengaruhi kinerja 
Notaris secara Umum, serta apabila dasar pertimbangan hukum yang dipakai 
dalam putusan hakim kurang tepat, maka tidak adanya perlindungan hukum bagi 
Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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4.2 Saran 
Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diberikan 
rekomendasi berupa saran yang relevan antara lain: 
1) Dalam menjatuhkan sanksi berupa pidana terhadap Notaris ada beberapa 
ketentuan yang harus dipenuhi antara lain bahwa perbuatan Notaris 
merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang (KUHP) dan 
perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum. Baik formil maupun 
materiil, dan harus adanya kerugian yang ditimbulkan- dari perbuatan Notaris 
yang bersifat melawan Hukum tersebut. 
2) Pengaturan hukum di Indonesia haruslah di tegaskan dan hakim harus 
mempertimbangkan segala sesuatu yang harus dipertimbangkan. Seharusnya 
hukuman yang menyangkut profesi haruslah di beri hukuman yang lebih berat 
dikarenakan ia telah mengerti akan perbuatannya dan ia telah mengetahui 
sanksi apa saja yang terjadi apabila ia melakukan tindak pidana tersebut. Dan 
setiap Acara Pengadilan harus sesuai dengan Berita Acara yang telah di atur 
jangan sampai cacat hukum lain pada itu perlu adanya sosialisasi mengenai 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi. Manusia Republik Indonesia 
Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dikalangan Penegak 
Hukum supaya tidak menimbulkan terhambatnya proses pemeriksanaan yang 
melibatkan Notaris baik itu sebagai, saksi, ahli maupun tersangka/terdakwa. 
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